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ABSTRACT

Agrarian reform is a combination of the implementation of asset
management and access management which aims to strengthen land rights and
increase the economic value of land. Asset Management activities are
accommodated by the Ministry of Agrarian/National Land Agency while Access
Management activities are carried out by various parties so that cross-sectoral
coordination is needed for the implementation of activities in accordance with
community empowerment planning.

The issuance of Presidential Regulation No. 86 of 2018 on Agrarian Reform
is a milestone in accelerating the implementation of Agrarian Reform involving
related stakeholders in the implementation of access arrangement. Therefore, it is
necessary to conduct research to be able to determine the physical and non-physical
potential of the village / kelurahan to improve the welfare of the community. This
study uses qualitative methods with participatory research approach. Data
collection techniques were carried out by observation, interviews, spatial data
analysis and literature studies while sampling techniques were carried out by
snowball sampling.

The result of this research is an action plan in community empowerment
activities by paying attention to physical and non-physical potential based on
regional potential. Strategies are needed in the development of agricultural
potential, fisheries, tourism, plantations, industry, trade and art and culture.
Continuous assistance is needed from each relevant agency to be able to help the
community to be able to improve skills so as to increase income that has the
potential to improve welfare so that people are able to have competitiveness and
independence.

Keywords: Agrarian Reform, Access Management, Asset Management,

Community Empowerment
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsideran TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan
Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyebutkan bahwa sumber
daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018). Reforma agraria
bertujuan antara lain untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi
kemiskinan, dan memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber
ekonomi. Reforma Agraria tidak hanya sebatas melalui penataan aset yang
dilaksanakan melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset tetapi
juga meliputi penataan akses agar masyarakat memiliki akses sumber
permodalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penataan
aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mengatur
mengenai pertanahan sudah melaksanakan kegiatan penataan aset melalui
program legalisasi aset dan program redistribusi tanah yang diperuntukkan
kepada subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penataan akses menitikberatkan pemberian kesempatan kepada
masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tanah

dan mendapatkan akses ke sumber modal (Arisaputra 2015). Penataan akses



dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat
potensi yang dapat dikembangkan dan membantu masyarakat ke akses
sumber modal, produksi, teknologi dan pasar. Sehingga masyarakat
diberdayakan agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui
berbagai potensi yang ada. Pasal 15 ayat (2) dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
penataan akses meliputi:

a. pemetaan sosial;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan;

pendampingan usaha;

e o

peningkatan keterampilan;
penggunaan teknologi tepat guna;
diversifikasi usaha;

fasilitas akses permodalan;

o «Q —Hh @

fasilitasi akses pemasaran;
i. penguatan basis data dan informasi komoditas; dan
J. penyediaan infrastruktur pendukung

Tabel 1. Target Penanganan Akses Reforma Agraria Berdasarkan
Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN tahun 2020 - 2024

Target Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)*

*Satuan Kepala Keluarga (KK)

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Kepala Keluarga
334.358 | 120.975 | 101.368 | 399.508 | 388.758
Penerima Akses RA

Total 1.344.967

Sumber: Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria
Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022
menjelaskan bahwa kegiatan pemetaan sosial dilaksanakan untuk
mengetahui potensi, peluang dan kendala dalam sasaran kegiatan penataan

akses. Potensi wilayah meliputi potensi fisik dan non fisik, potensi fisik



meliputi sumber daya alam seperti jenis batuan, jenis tanah dengan
kesuburannya, bentang lahan dengan variasi relief dan kelerengannya. Iklim
meliputi curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, dan angin.
Potensi fisik sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sumber daya air,
penggunaan serta pemanfaatan tanah yang beragam. Potensi fisik wilayah
tersebut menentukan ragam usaha yang dapat dikembangkan oleh
masyarakat. Sedangkan potensi non fisik meliputi sumber daya manusia
seperti pendidikan, usia, budaya, aset permodalan dan keterampilan.

Keberhasilan dan pencapaian tujuan kegiatan tidak terlepas dari
perencanaan yang efektif dalam bentuk rencana aksi. Rencana aksi meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk
mengarahkan dan melaksanakan kegiatan maka diperlukan komitmen
semua pihak agar rencana aksi dapat mengoptimalkan seluruh potensi
wilayah yang ada, sehingga kegiatan penataan akses bisa dilaksanakan
dengan baik. Penyusunan rencana aksi juga memerlukan analisis mengenai
faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan penataan akses
yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana aksi penataan
akses reforma agraria. Salah satu kelurahan yang memiliki peluang bagi
penyusunan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi
wilayah kelurahan dan analisis ekonominya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yaitu Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan.

Kelurahan Sidoharjo memiliki beragam potensi yang cukup
menjanjikan mulai dari potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi
pertanian, potensi perdagangan dan potensi seni budaya. Hal ini didukung
dengan letak geografis Kelurahan Sidoharjo yang terletak pada pesisir
pantai dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Potensi yang
sudah ada, selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik
sehingga diperlukan pendampingan penataan akses dalam bentuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan termasuk ke dalam

tahapan monitoring dalam rencana aksi, dilakukan untuk meningkatkan



pemahaman dan mendorong motivasi masyarakat dalam upaya
mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga diperlukan peran dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Pemerintah Daerah Kabupaten, Aparat Pemerintah Kelurahan, dan pihak
terkait lainnya. Semua unsur harus bersinergi dan meninggalkan ego
sektoral demi mencapai tujuan yang sama Yyaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang
dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat
berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma
agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di
Kelurahan Sidoharjo?

3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan
mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi penataan akses
reforma agraria dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor

penghambat dimaksud?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang
dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat
berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo.

2. Dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria

dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



3. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang

diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana
aksi penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sidoharjo dan

menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian partisipasi masyarakat dalam penyusunan action

plan antara lain:

a.

b.

Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu
pengetahuan dalam bidang agraria, khususnya mengenai
pengembangan akses reforma agraria yang memberdayakan potensi
fisik dan non-fisik wilayah kelurahan guna peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat.

Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman menyusun
rencana aksi pengembangan penataan akses reforma agraria
berbasis potensi wilayah kelurahan yang dapat dijadikan referensi
bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan di Kantor
Pertanahan setelah lulus dari studi.

2. Bagi dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
Kecamatan Pacitan, Kelurahan Sidoharjo, para pemilik sumber
daya, para pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat memperkaya
data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan
pertanahan masyarakat kelurahan sehingga dapat dijadikan bahan
referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan
rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.

3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian
ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengabdian
pada masyarakat di kelurahan terkait pemberdayaan potensi

wilayah dan masyarakat kelurahan.



Bagi masyarakat, besar harapan peneliti hasil penelitian ini dapat

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran serta

tindakan nyata untuk menciptakan dan mengembangkan usaha

guna perbaikan ekonomi masyarakat berbasis potensi wilayahnya.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian ini,

perlu dilakukan suatu langkah dengan cara membandingkan penelitian ini

dengan penelitian serupa terkait access reform yang telah dilakukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya. Proses pembandingan dilakukan dengan

mengidentifikasi nama peneliti, judul penelitian, metode penelitian, jenis

penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

yang dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut:

Tabel 2. Penelitian yang Relevan

a. Peneliti (Tahun)

No. | b. Judul Penelitian Masalah yang Diteliti Hasil Penelitian Perbedaan
c. Metode Penelitian Penelitian
d. Jenis Penelitian
e. Perguruan Tinggi

1. Ria Nurhayati (2010) |1. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan program Penelitian ini
b. Sertipikasi Hak sertipikasi hak atas Sertipikasi Hak Atas Tanah berfokus pada

Atas Tanah Untuk
Peningkatan Akses
Permodalan Bagi
Usaha Mikro dan
Kecil (Studi di
Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta)
Deskriptif-Kualitatif

tanah pada program
pemberdayaan
usaha mikro dan kecil

di Kabupaten Bantul.

. Pemanfaatan

sertipikat untuk
peningkatan akses
permodalan bagi
pengusaha mikro dan

kecil

untuk Peningkatan Akses
Permodalan bagi Pengusaha
Mikro dan Kecil (PMK) di
Kabupaten Bantul khususnya
pada tahap penentuan
subjek/peserta program
tidak sesuai dengan Petunjuk
Teknis karena peserta
program tidak terbatas pada

PMK saja tetapi juga terdapat

kegiatan sertipikasi
hak atas tanah dan

pemanfaatannya.




sambungan tabel 2

e.

d. Skripsi

Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional

peserta program yang
berprofesi sebagai petani
maupun peternak.
Sebagian besar peserta
program tidak
memanfaatkan sertipikat
hasil program tersebut untuk
mendapatkan kredit guna
meningkatkan usaha, tetapi
kegiatan pensertipikatan
tanah dimanfaatkan untuk
memperoleh bukti
kepemilikan yang kuat atas
bidang tanah yang
dimilikinya

Rina Adriana Baiduri
(2011)

Sertipikasi Hak Atas
Tanah Guna
Peningkatan Akses
Permodalan Dalam
Rangka
Pemberdayaan
Usaha

Mikro dan Kecil
(Studi di Desa
Sukoharjo
Kecamatan Ngaglik
dan Desa
Harjobinangun
Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman)
Deskriptif-Kualitatif

Skripsi

Dampak kegiatan
sertipikasi hak atas
tanah terhadap
peningkatan akses
permodalan UMK.
Dampak peningkatan
akses permodalan
terhadap
peningkatan

usaha UMK.

Tidak semua sertipikat hak
atas tanah dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan
kegiatan sertipikasi. Namun,
dengan adanya sertipikat hak
atas tanah dapat
meningkatkan kepercayaan
pihak bank dalam
memberikan pinjaman
kepada peserta kegiatan.
Dampak peningkatan akses
permodalan bervariasi untuk
masing-masing usaha yang
dijalankan oleh peserta
kegiatan sertipikasi hak atas

tanah.

Penelitian ini
berfokus pada
dampak sertipikasi
terhadap
peningkatan

permodalan UMK.




sambungan tabel 2

e. Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional

Siti Nurhayati (2014)

b. Pemberdayaan
Masyarakat dan
Peningkatan
Pendapatan pelaku
Usaha Mikro dan
Kecil Melalui
Sertipikasi di Desa
Pudak Kulon
Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo

c. Kualitatif
Fenomenologi

d. Skripsi

e. Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional

Bentuk kegiatan
pemberdayaan
masyarakat pelaku
UMK yang dilakukan
oleh pihak-pihak
yang terlibat di
dalamnya

Manfaat
pemberdayaan bagi
pendapatan para

pelaku UMK.

1. Bentuk pemberdayaan

masyarakat pelaku UMK
dilakukan melalui
dekonsentrasi kewenangan
dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dan
pemerintah desa untuk
melakukan kegiatan
pemberdayaan, peningkatan
kemandirian masyarakat dan
penyediaan akses. Kegiatan
pemberdayaan yang
dilakukan meliputi penguatan
pemahaman akan pentingnya
tanah dan sertipikat,
penyediaan akses kredit serta
pembinaan dan

pelatihan bagi UMK.

. Peningkatan pendapatan

pelaku UMK setelah
mengikuti pemberdayaan
yang paling menonjol adalah
pada sektor usaha peternakan
sapi perah. Hal ini ditandai
dengan bertambahnya jumlah
sapi perah dan didukung
kenaikan harga susu. Untuk
usaha perdagangan
mengalami peningkatan
pendapatan yang dapat dilihat
dari bertambahnya jumlah

dan jenis barang dagangan

Penelitian ini
berfokus pada
bentuk dan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat dalam
rangka
pengembangan dan
peningkatan
pendapatan para

pelaku UMK.




sambungan tabel 2

sehingga pendapatan juga
meningkat. Untuk usaha
pertanian, peningkatan hanya

pada modal usaha.

(2022)

Penyusunan Rencana
Aksi Penataan Akses
Reforma Agraria
Berbasis Potensi
Wilayah
Desa/Kelurahan dan
Analisis Ekonominya
Dalam Rangka
Meningkatkan

rencana aksi
penataan akses
reforma agraria yang
dapat dibuat untuk
pembangunan dan
pengembangan usaha
masyarakat berbasis
potensi wilayah di

Kelurahan Sidoharjo?

penataan akses reforma
agraria yang dapat dibuat
untuk pembangunan dan
pengembangan usaha
masyarakat di Kelurahan
Sidoharjo yaitu skema aset
dan akses dilaksanakan dalam
waktu bersamaan dengan
model pemberdayaan

berbasis kemitraan dengan

Agung Dini Nuryadi 1. Bagaimana bentuk 1. Bentuk pemberdayaan Penelitian ini
(2018) kegiatan masyarakat yaitu dengan berfokus pada
Pemberdayaan pemberdayaan memberikan akses pemberdayaan
Masyarakat Sebagai masyarakat pasca permodalan melalui sertipikat | masyarakat pasca
Upaya Peningkatan kegiatan ajudikasi di untuk modal mengembangkan | kegiatan ajudikasi
Kesejahteraan Pasca Desa Sumogawe? usaha terhadap
Kegiatan Ajudikasi 2. Bagaimana hasil 2. Pascakegiatan pemberdayaan | kesejahteraan
Desa Sumogawe pemberdayaan masyarakat tingkat masyarakat.
Kecamatan Getasan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Semarang kesejahteraan Desa Sumogawe meningkat
Kualitatif Deskriptif masyarakat di Desa dengan menjalin kerjasama
. Skripsi Sumogawe? dengan Dinas Koperasi

Sekolah Tinggi UMKM, Perindustrian dan
Pertanahan Nasional Perdagangan, Dinas Pertanian,

Perikanan dan Pangan

Kabupaten Semarang dalam

melakukan penyuluhan akses

permodalan, budidaya ternak,

pelatihan dan pemasaran.
Natalia Kristiani Bagaimana rumusan |1. Rumusan rencana aksi Penelitian ini

berfokus kepada
rencana aksi yang
dibuat untuk
pembangunan dan
pengembangan
usaha masyarakat
berdasarkan potensi
fisik dan non fisik
wilayah dalam

bentuk kegiatan




sambungan tabel 2

Kesejahteraan
Masyarakat (Studi
Kasus di Kelurahan
Sidoharjo Kecamatan
Pacitan Kabupaten
Pacitan)

Kualitatif-
Participatory
Research

Skripsi

Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional

Bagaimana perkiraan
dampak pelaksanaan
rencana aksi
penataan akses
reforma agraria
terhadap pendapatan
dan kesejahteraan
masyarakat di
Kelurahan Sidoharjo?
Apa faktor
penghambat dan
faktor pendorong
yang diperkirakan
akan mempengaruhi
keberhasilan
implementasi
rencana aksi
penataan akses
reforma agraria dan
bagaimana solusi
menyelesaikan faktor
penghambat

dimaksud?

melaksanakan fasilitas akses
permodalan, pelatihan dan
pendampingan.

Dampak pelaksanaan rencana
aksi diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan
mengembangkan usaha
berbasis potensi wilayah
sehingga dapat berpengaruh
terhadap kesejahteraan
masyarakat.

Faktor pendorong dalam
pelaksanaan rencana aksi
yaitu kondisi geografis,
dukungan pemerintah daerah
kab. Pacitan dan pemerintah
Kelurahan Sidoharjo,
ketersediaan sarana dan
prasarana dan dukungan
permodalan dari perbankan.
Sedangkan faktor
penghambat dalam
pelaksanaan rencana aksi
yaitu tidak adanya
manajemen dalam
pengelolaan usaha
masyarakat, lemahnya
koordinasi antar sektor dan
keterbatasan sumber daya
manusia. Solusi untuk
menyelesaikan faktor
penghambat antara lain

manajemen resiko, komitmen

pemberdayaan
masyarakat yang
melibatkan
stakeholders terkait
sesuai dengan
variasi potensi-

potensi.

10




sambungan tabel 2

seluruh stakeholder untuk
dapat melaksanakan kegiatan
yang direncanakan sesuai
dengan rencana aksi,
melakukan pelatihan,
pendampingan dan
penyuluhan mengenai
kegiatan pemberdayaan serta
melakukan musyawarah juga
bimbingan teknis kepada

masyarakat.

Sumber: diolah oleh Peneliti tahun 2022

Pembandingan dilakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan,

sehingga dapat diketahui beberapa perbedaan antara lain dalam hal:

1.

penelitian terdahulu

agraria berbasis potensi wilayah kelurahan

pelaksanaan rencana aksi yang dirumuskan

penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma

penelitian ini mengidentifikasi potensi fisik dan non fisik wilayah dalam

merancang ragam usaha yang dapat dikembangkan yang belum dikaji dalam

penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

Berdasarkan tabel 2 (dua) dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

penelitian ini berbeda karena penelitian ini berfokus kepada rencana aksi yang

dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan

potensi fisik dan non fisik wilayah dalam bentuk kegiatan pemberdayaan yang

melibatkan stakeholders terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat
dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat
berbasis potensi wilayah di Kelurahan Sidoharjo yaitu skema aset dan
akses dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan model
pemberdayaan berbasis kemitraan dengan melaksanakan kegiatan
pelatihan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan untuk dapat
membantu masyarakat mengembangkan potensi usaha.

Dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria
terhadap masyarakat di Kelurahan Sidoharjo yaitu dengan adanya
pelatihan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan skill dan
pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat
membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya
bantuan dari stakeholders terkait, terutama dalam bidang pemasaran
produk yang bisa dilakukan melalui virtual market seperti melalui
shopee, tokopedia, instagram ataupun media sosial lainnya diharapkan
mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan dapat meningkatkan
kesejahteraannya seiring dengan pendapatan yang didapatkan melalui
jenis usaha yang dikembangkan.

Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi rencana aksi penataan akses reforma agraria antara lain
kondisi geografis Kelurahan Sidoharjo, dukungan pemerintah daerah
kabupaten Pacitan dan pemerintah Kelurahan Sidoharjo, ketersediaan
sarana dan prasarana dan dukungan permodalan dari perbankan.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya
manajemen dalam pengelolaan usaha masyarakat, lemahnya koordinasi
antar sektor dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusi untuk

menyelesaikan faktor penghambat tersebut yaitu melakukan (1)

92



manajemen resiko, (2) komitmen seluruh stakeholders untuk dapat
melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan rencana aksi
penataan akses reforma agraria, (3) melakukan pelatihan,
pendampingan dan penyuluhan mengenai kegiatan pemberdayaan serta
melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk memberikan arahan

dan bimbingan untuk mengembangkan usaha.

B. Saran

Kelurahan Sidoharjo memiliki potensi pertanian, perkebunan,
perikanan, home industri dan pariwisata yang potensial. Potensi tersebut
selama ini belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Potensi yang
paling menonjol adalah potensi pariwisata karena letak Kelurahan Sidoharjo
yang berada pada pesisir pantai dengan pemandangan Teluk Pacitan yang
indah apabila dikembangkan dengan baik dapat menjadi sumber
kesejahteraan masyarakat. Produk pengolahan hasil laut dan produk lain
yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan akan menjadi daya tarik bagi
wisatawan yang datang. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanah agar lebih bermanfaat dapat
memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Kelurahan
Sidoharjo.

Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo memerlukan sumber
permodalan, pendampingan, pelatihan serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya. Pendampingan dapat dilakukan oleh dinas pariwisata,
dinas perikanan, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas koperasi
usaha mikro dan perindustrian, stakeholders terkait lainnya serta pemerintah
daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang melaksanakan penataan aset sebagai penguatan hak atas
tanah dan sumber modal bagi masyarakat itu sendiri. Pendampingan yang
dilaksanakan harus berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan potensi yang ada, baik

sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar proses pelaksanaan
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penataan akses dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya
yaitu membuat masyarakat lebih berdaya dengan meningkatkan

kesejahteraannya.
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